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Perkembangan teknologi digital telah mendorong 
transformasi signifikan dalam sistem transaksi ekonomi, 
termasuk pergeseran menuju transaksi non-tunai. Fenomena 
ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi hukum syariah 
untuk merespons dinamika modernitas tanpa meninggalkan 
prinsip-prinsip dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji arah kebijakan hukum syariah dalam merespons 
kemajuan transaksi non-tunai serta mengevaluasi 
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam 
Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis 
dan studi literatur, ditemukan bahwa hukum syariah secara 
prinsip membuka ruang bagi inovasi ekonomi selama tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan 
larangan riba. Tantangan utama terletak pada kecepatan 
inovasi teknologi yang seringkali belum diimbangi oleh 
regulasi syariah yang komprehensif. Oleh karena itu, 
dibutuhkan formulasi kebijakan hukum syariah yang adaptif, 
responsif, dan kolaboratif antara ulama, regulator, serta 
praktisi keuangan untuk memastikan bahwa transaksi non-
tunai dapat berjalan sesuai dengan maqashid syariah dan 
memberikan manfaat luas bagi umat. 
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A. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital telah 
mendorong tranformasi signifikan dalam sistem 
pembayaran global, termasuk di Indonesia. 
Menurut Bank Indonesia (2021), perkembangan 
sistem pembayaran non-tunai mulai berkembang 
dari penggunaan cek, bilyet, giro, sampai pada 
pembayaran berbasis elektronik(Shiddiq et al., 
2022b). Pembayaran elektronik berawal dari 
penggunaan kartu yang ditandai dengan APMK 
(Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), seperti 
kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu 
prabayar. Bahkan, Bank Indonesia telah 
menerbitkan sistem pembayaran baru, yaitu 
blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 
2025, yang salah satu visinya adalah mendukung 
digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama 
dalam ekonomi-keuangan digital, baik melalui 
open banking maupun pemanfaatan teknologi 
digital dan data dalam bisnis keuangan (Amri et 
al., 2023). 

Perkembangan teknologi yang semakin 
berkembang membawa perubahan atas alat 
pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, 
ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi 
elektronik. (Suryapati, 2023). Saat ini, alat 
pembayaran telah mengalami evolusi, yang 
semula transaksi dilakukan secara manual 
menggunakan uang kertas atau uang logam, kini 
transaksi apapun dapat digunakan secara digital 
hanya dengan menggunakan internet, yang 
disebut alat pembayaran non-tunai(Budi Santoso 
et al., 2024). Kehadiran sistem transaksi non-
tunai sebagai salah satu instrumen pembayaran 
tidak lepas dari kegiatan masyarakat dalam 
melakukan transaksi, maka diperlukan sistem 
transaksi yang aman dan praktis, sehingga 
masyarakat dapat melakukan proses transaksi 
kapanpun dan dimanapun dengan aman dan 
mudah(M. Nasiruddin et al., 2021). Penggunaan 
transaksi non-tunai, seperti e-wallet, kartu debit, 
dan QRIS sangat diminati oleh masyarakat 
belakangan ini. Menurut studi Visa Consumer 
Payment Attitude (2023) mengungkapkan 
sebanyak 92% masyarakat Indonesia telah 
menggunakan sistem pembayaran e-wallet, 
sementara penggunaan uang tunai menurun 
menjadi 80%(M. Z. Ahmad et al., 2023).  

Dasar hukum terkait penyelenggaraan uang 
tunai elektronik sebagai salah satu instrumen 
pembayaran non-tunai di Indonesia telah diatur 
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 
20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Adapun 
fatwa MUI mengenai hukum uang elektronik 

juga tertuang pada Fatwa DSN No: 116/DSN-
MUI/IX/2017. Fatwa tersebut menyatakan 
bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai 
alat transaksi perdagangan dengan 
memperhatikan beberapa hal, yaitu penggunaan 
uang elektronik tidak dilarang selama memenuhi 
syarat-syarat Syariah, seperti nilai yang 
sebenarnya, tidak mengandung unsur riba, dapat 
ditukarkan dengan uang kertas atau logam, dan 
tidak digunakan untuk transaksi haram 
(Zuchroh, 2024). 

Namun, penerapan sistem ini ke dalam kerangka 
hukum Syariah bukanlah tanpa tantangan. 
Prinsip-prinsip dasar ekonomi Syariah seperti 
larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan 
maysir (perjudian) telah menjadi landasan 
operasional lembaga keuangan syariah. Semakin 
pesat perkembangan teknologi keuangan digital 
saat ini, khususnya sistem pembayaran non-
tunai, maka akan muncul pertanyaan krusial 
tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat 
dipertahankan dan diterapkan dalam konteks 
digital. (Aulia et al., 2020) Banyak ulama 
memiliki pandangan yang berbeda terkait 
kehalalan transaksi elektronik serta akad yang 
digunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa 
penggunaan e-wallet dalam bertransaksi 
hukumnya riba, karena terdapat akad qardh 
(akad pinjaman). Sementara itu, sebagian ulama 
lain berpendapat sebaliknya, bahwa transaksi 
non-tunai kurang lebih sama dengan 
pembayaran secara langsung (tunai), bedanya 
terletak pada akad yang digunakan, yakni akad 
wadi’ah. (Suryapati, 2023). 

Dalam menghadapi modernisasi sistem 
pembayaran, penting untuk mengkaji bagaimana 
arah kebijakan hukum Syariah dapat menjawab 
tantangan transaksi non-tunai(Abidin & Ilma 
Ahmad, 2023a). Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kebijakan hukum Syariah 
mengenai pembayaran elektronik serta 
memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip Syariah dalam konteks 
transaksi non-tunai(Hidayati et al., 2021). 
Dengan demikian, diharapkan dapat 
menciptakan sistem keuangan yang adil, 
transparansi, inklusif, dan sesuai dengan nilai-
nilai Syariah. 

B. Pembahasan  

Digitalisasi bank memiliki tujuan untuk meraih 
kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah adalah 
suatu hal yang sangat penting didalam industri 
perbankan yang beroperasi pada bidang produk 
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dan jasa( muhammad muhsin muhammad 
Nasiruddin & Hidayati, 2022). Nasabah dengan 
mudah dapat berpindah ke bank lain apabila 
nasabah tidak memperoleh apa yang 
diharapkan(R. Habibi et al., 2024). Kenyataan 
tersebut membuat industri perbankan untuk 
selalu berinovasi dan kreatif dalam menciptakan 
suatu keunggulan di tengah persaingan yang 
ketat di dalam mempertahankan nasabah dan 
menjaga kepercayaannya sehingga nasabah 
tersebut akan menjadi nasabah yang loyal dan 
mampu meningkatkan keuntungan bagi usaha 
perbankan, Keunggulan di dalam persaingan 
tersebut harus dicermati oleh nasabah sebagai 
keunggulan nasabah (customer’s 
advantage)(Dimyati et al., 2022). Sehingga bank 
harus memfokuskan kegiatannya pada 
pembentukan keunggulan kepada nasabah yang 
dapat memberikan nilai dan kepuasan tertinggi 
yang akan berujung dengan penggunaan layanan 
berulang yang akhinya akan membuat 
peningkatan pada nilai profitabilitas 
bank(Abidin & Ilma Ahmad, 2023b). Dalam 
mencapai tujuan tersebut strategi utama yang 
harus dilakukan oleh bank adalah dengan 
mengukur seberapa besar tingkat kualitas 
pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya 
(Nihayah & Rifqi, 2021).  

Terlepas dari berbagai risiko yang akan dihadapi 
bank dimasa yang akan datang, terutama ketika 
industri ini dihadapkan pada wabah Covid, 
perbankan digital adalah produk dan pelayanan 
bank syariah harus dilakukan dengan cepat dan 
responsif(Shiddiq et al., 2022a). Teori ekonomi 
yang menjelaskan penerapan teknologi yang 
mengarah pada peningkatan kapasitas produksi 
dan memotivasi terjadinya efisiensi di dalam 
suatu perusahaan(Z. I. Ahmad et al., 2024). 
Perusahaan yang efisien dan produktif akan 
berusaha dalam rangka mengembangkan 
kekuatan yang berdaya saing dan menguasai 
pasar(R. Habibi et al., 2022). Namun pada saat 
pelaksanaan nya tentu setiap bank mempunyai 
pemikiran tersendiri terkait dengan penerapan 
perbankan digital tersebut(Z. I. Ahmad & Munir, 
2023). Hal ini tentu saja mempengaruhi 
persaingan dari masing-masing bank di dalam 
menempatkan strategi digitalisasi sebagai suatu 
inovasi yang sangat penting. Pelaksanaan dari 
sistem perbankan digital pada perbankan syariah 
dinilai masih memiliki kekurangan 
dibandingkan dengan pelaksanaan perbankan 
digital pada perbankan konvensional. Sistem 
perbankan dengan teknologi digital dapat 
berfungsi bagi kepentingan bank sebagai 

lembaga intermediasi keuangan dan jasa diluar 
dari perannya sebagai konsultan keuangan untuk 
nasabah mereka (Sidarta et al., 2021)  

Respon Kebijakan Bank Syariah Terhadap 
Transaksi Non-Tunai 

Pesatnya kemajuan teknoogi berimplikasi 
terhadap kemajuan ekonomi secara signifikan. 
Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan 
gawai menjadi hal yang paling diminati oleh 
masyarakat, daripada mereka harus datang ke 
bank untuk bertransaksi secara manual( moh. 
habib hakiki rakhmawan Habibi & Nasiruddin, 
2021). Saat ini, baik bank konvensional maupun 
syariah, berlomba-lomba untuk menciptakan 
inovasi kebijakan dan teknologi perbankan yang 
bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam 
bertransaksi perbankan(Budi Santoso et al., 
2024). Disisi lain, hal ini juga menjadi respon 
terhadap arus perekonomian dunia, dimana 
transaksi-transaksi yang dilakukan seringkali 
tidak menggunakan mata uang secara fisik. 
Metode transfer, QRIS, ataupun pembayaran 
non-tunai, menjadi tren perekonomian saat ini.  

Pembahasan digital banking kerap kali dikaitkan 
dengan digital marketing. Hal ini berkaitan 
dengan kegiatan pemasaran termasuk branding 
dengan menggunakan berbagai perangkat 
berbasis digital seperti website, blog, e-mail, 
adwords, atau jejaring sosial lainnya (Astari, 
2021). Perkembangan teknologi informasi 
sangat mendukung berbagai kegiatan yang 
dilakukan oleh manusia(Putro et al., 2022). 
Bukan hanya memuaskan keinginan di bidang 
hiburan, melainkan memenuhi kebutuhan 
lainnya seperti belanja online, pembayaran 
online, kebutuhan kesehatan online, vote online 
dan berbagai macam kegunaan lainnya(Ilma 
Ahmad et al., 2024). Sektor keuangan 
merupakan sektor yang sangat menyita perhatian 
masyarakat luas dan menjadi bagian terpenting 
untuk kalangan masyarakat yang melakukan 
transaksi online secara aktif(Z. I. Ahmad, 2022). 
Dengan demikian, perbankan harus 
memanfaatkan dan mengembangkan digitalisasi 
dalam bidang informasi untuk menjangkau 
masyarakat yang lebih beragam dan luas (Rosidi 
& Syarifudin, 2023).  

Kemajuan teknologi informasi yang semakin 
cepat mengharuskan perbankan untuk lebih 
mengembangkan lagi kualitas pelayanan dengan 
memberlakukan perbankan digital (digital 
banking) di dalam kegiatan opersionalnya 
(Mawarni, 2021). Perlunya mengembangkan 



IFADAH : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 01. Januari 2025, P-ISSN : 0000 – 0000 , E-ISSN : 0000 – 0000 
02 of 6 

 

  

kemajuan tersebut dengan tujuan agar bank 
dapat memaksimalkan pemberian pelayanannya 
kepada nasabah dan mengembangkan kualitas 
operasionalnya(Abidin & Ilma Ahmad, 2023a). 
Selain itu, ketersediaan alat komunikasi yang 
sudah canggih sangat beragam dan mendorong 
pelayanan pada perbankan syariah untuk 
berevolusi sehingga dapat diakses dengan 
mudah oleh masyarakat tanpa kendala apapun 
(Rissy, 2020). 

Penerapan digital banking di Indonesia 
dibuktikan dengan adanya berbagai layanan 
yang dapat memudahkan nasabah antara lain: 
Pertama, adanya Internet Banking(Maulana & 
Al Azhar, 2023). Kedua, adanya Phone Banking. 
Ketiga, adanya SMS Banking. Keempat, adanya 
Mobile Banking. Bank dapat bekerja sama 
dengan operator seluler, sehingga dalam SIM 
Card (kartu chip seluler) Global for Mobile 
Communication (GSM) sudah dipasangkan 
program khusus untuk bisa melakukan transaksi 
perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih 
mudah pada mobile banking dibandingkan 
dengan SMS Banking (Rosidi & Syarifudin, 
2023).  

Selain melakukan inovasi-inovasi teknologi, 
perbankan syariah di Indonesia juga dapat 
menerapkan konsep respon yang dicetuskan oleh 
Kotler dan Koller berkaitan tentang pengukuran 
kualitas pelayanan yang terdiri dari lima ciri-ciri 
(Nikmah & Syarifudin, 2021), sebagai berikut :  

1. Tangibles, bukti fisik yaitu 
kemampuan suatu perusahaan dalam 
menujukan eksistensinya kepada 
pelanggan. Penampilan dan 
kemampuan sarana dan prasarana 
fisik perusahaan dan keadaan 
lingkungan sekitarnya adalah bukti 
nyata dari pelayanan yang diberikan 
oleh pemberi jasa terhadap 
pelanggannya.  

2. Reliability, keandalan yaitu 
kemampuan suatu perusahaan dalam 
memberikan pelayanan sesuai yang 
dijanjikan secara akurat dan 
terpercaya. 

3. Responsiveness, Ketanggapan yaitu 
kemampuan perusahaan untuk 
membantu dan memberikan 
pelayanan yang cepat dan tepat 
kepada pelanggan, dengan 
penyampaian informasi yang 
jelas(Syahni et al., 2023). 

4. Assurance, jaminan dan kepastian 
yaitu pengetahuan, kemampuan 
karyawan perusahaan untuk 
menumbuhkan rasa percaya para 
pelanggan kepada Perusahaan.  

5. Emphaty, yaitu memberikan perhatian 
yang tulus dan bersifat individual 
kepada para pelanggan dengan 
berupaya memahami keinginan dari 
pelanggan (Rosidi & Syarifudin, 
2023). 

C. Penutup 

Kemajuan teknologi informasi yang semakin 
cepat mengharuskan perbankan untuk lebih 
mengembangkan lagi kualitas pelayanan dengan 
memberlakukan perbankan digital (digital 
banking) di dalam kegiatan opersionalnya. 
Perlunya pengembangan terhadap layanan-
layanan perbankan perlu dilakukan sebagai 
respon terhadap kemajuan perekonomian global 
yang semakin berorientasi pada penggunaan 
teknologi. Bahkan, saat ini, dalam skala 
perekonomian kecil sudah menggunakan peran 
teknologi secara signifikan, apalagi 
perekonomian dalam skala besar. Tentu, yang 
menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah 
ialah menciptakan berbagai macam inovasi-
inovasi kebijakan dan inovasi teknologi, 
sehingga bank syariah mampu merespon 
terhadap perubahan paradigma perekonomian 
global.  
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